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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Kketatanegaraan Republik Indonesia yang sebelumnya sentralistik atau
terpusat pada eksekutif (pemerintah pusat) sebagai pemegang kekuasaan sentral
dalam menentukan kebijakan publik dan penyelenggaraan negara. Namun, pasca
perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia bergeser mengarah ke sistem
pemisahan kekuasaan (separation of power), antara cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif yang memiliki kewenangan saling mengawasi/kontrol (checks
and balances system).!

Implikasi terhadap perubahan tersebut, melahirkan sistem penyelenggaraan
negara yang lebih demokratis, akuntabel dan transparan yang berdasarkan konstitusi.
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Perubahan tersebut juga memperkuat
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang memuat ketentuan,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah
Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota

itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Adanya

LimlyAsshiddigie, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT.BIP Kelompok
Gramedia, 2007, him 72.



prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan, serta prinsip menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.

Penegasan tersebut menjadi prinsip konstitusional bagi Pemerintahan Daerah
dalam membentuk produk hukum daerah sebagai instrumen hukum dalam
menjalankan sistem penyenggaraan daerah yang demokratis berdasarkan konsep
Negara Kesatuan yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan
Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus taat dan tunduk pada sistem hirarki
peraturan perundang-undangan yang berlaku.?

Berikatan dengan itu, untuk mengendalikan norma hukum maka Pasal 24A ayat

(1) UUD 1945 berbunyi“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-
undang”. Keberadaan kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung
sebagai thejudicial poweryang merupakan bentuk pengawasan terhadap norma-norma
hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang termasuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah sebagai produk Hukum Daerah.®

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman

merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan

2| Dewa Gede Atmadjaya, IImu Negara, Jakarta: Setara Press, 2012, him.87.
3 JimlyAsshiddigie, Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT.BIP Kelompok
Gramedia, 2007, him 60.



pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, “Mahkamah
Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undang di bawah
undang-undang terhadap undang-undang”. Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pernyataan tidak berlaku peraturan
perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana pada ayat 2 huruf b dapat
diambil dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung
kepada Mahkamah Agung”. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji produk
hukum di bawah undang-undang kemudian dikenal dengan istilah Judicial Review.*

Namun dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada
daerah, Pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda diberikan
kewenangan untuk membatalkan produk hukum daerah.Pemerintah Pusat terkait
dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diamanatkan
dalam UU tentang Pemerintahan Daerah, yaitu®:

a) penyelenggaraan  otonomi daerah  dilaksanakan  dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi
dan keanekaragaman daerah

b) pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata

dan bertanggungjawab

4Theo Yusuf & Hermansyah, Akuntabilitas Mahkamah Agung, Jakarta: Rajawali Press, 2016, him.12.
5Ni’matul Huda, DesentralisasiAsimetrisDalam NKRI, Jakarta: Nusa Media, 2014, him.22.



c) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh terletak pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah Provinsi merupakan
daerah otonomi yang terbatas

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah,
Pemerintah Pusat secara konstitusional mengawasi penyelenggaraaan Pemerintahan
Daerah melalui produk-produk hukum daerah. Oleh karena itu Pasal 250 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, memuat ketentuan bahwa,
Pemerintah dapat membatalkan Perda, Perkada yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau
kesusilaan. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah tersebut. Merupakan hal
yang wajar, kerena pemerintahan daerah merupakan bagian dari lembaga negara yang
berada di bawah koordinasi Kementrian Dalam Negeri.® Pengawasan terhadap produk
hukum daerah yang dilakukan oleh pemerintah tidak mesti harus membatalkan atau
mencabut produk hukum tersebut, karena produk hukum yang dihasilkan oleh Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Perda serta produk hukum
yang dibentuk oleh Kepala Daerah berupa Perkada tidak dapat dibatalkan secara
sepihak oleh Pemerintah Pusat.

Ada berbagai macam cara pembatalan produk hukum daerah (Perda dan

Perkada), karena hak uji dilakukan bukan hanya Mahkamah Agung, tetapi juga oleh

8Jimly Asshiddigie,Perkembangan&KonsolidasiLembaga Negara PascaReformasih, Jakarta: Konstitusi Press,
2006, him 125.



Pemerintah (Presiden) dan juga oleh Menteri Dalam Negeri.” Hal tersebut sebagai
kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah
yaitu membatalkan produk hukum daerah. Gamawan Fausi, (ketika menjabat sebagai
Menteri Dalam Negeri): Hal yang wajar ketika pemerintah pusat membatalkan Perda.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi
daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan tugas pembantu. &

Pernyataan tersebut di atas dibuktikan bahwa, sampai dengan tahun 2014,
Pemerintah melalui Kemendagri telah membatalkan 9000 produk hukum daerah yang
dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi (sumber data Kemendagri). Jumlah produk hukum yang
dibatalkan oleh Pemerintah kalau dibandingkan dengan produk hukum daerah yang
diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Agung untuk diuji secara materil hanya
berjumlah 28 permohonan.®

Data tersebut menunjukan bahwa pengujian produk hukum daerah
didominasi oleh Pemerintah, karena dalam rangka pengawasan dan
pembinaan. Pengujian produk hukum daerah oleh Mahkamah Agung dalam
rangka mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang.

Berpijak pada konsep negara hukum peneliti mencoba untuk meneliti

lebih jauh mengenai konsep negara hukum yang tersirat prinsip pemisahan

"Sri Soemantri, HakMengujiMateriil Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, him 102.

8Kementrian Dalam Negeri, Pembagian Kewenangan Lembaga Negara, (Online),
http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/08 diakses pada tanggal 20 agustus 2017 pukul 16:43.

Ni’ Matul Huda,Problematika Pembatalan Paraturan Daerah, Jakarta: Rajawali Press, 2013, him 206.



http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/08

kekuasaan negara antara cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Karena cabang-cabang kekuasaan tersebut memiliki obyek dan
wilayah kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu antara cabang kekuasaan
negara memiliki batas batas kewenangan, agar tidak tersentralisasi dan
terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan yang memungkinkan ada terjadi
kesewenang-wenangan atau tidak terjadi (deubling) kewenangan antara
cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan yudikatif.'°

Dengan demikian berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, maka
cabang kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung) merupakan kekuasaan
konstitusional untuk mnegendalikan norma agar tidak terjadi bertentangan
dengan norma yang lebih tinggi. Kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat
terhadap penyelenggaraan otonomi daerah yang berujung pada pembatalan
produk hukum daerah, menjadi rancu karena konsep pemisahan kekuasaan
tidak menghendaki adanya tumgpang tindi kewenangan. Oleh karena itu,
kemudian muncul pertanyaan, sesungguhnya konsep pemisahan kekuasaan
(separation of power), yang menghendaki adanya pemisahan fungsi
kekuasaan antara kekuasaan eksekutif sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan

yudikatif sebagai cabang kekuasaan yang salah satu kewenangan mengendali

0L jta Tyesta ALW, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kajianNormatif Delegated Legislation di
Indonesia dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ke Nomor 12 Tahun 2011),Yogyakarta : penerbit
GentaPres-, 2012, him 10.



norma hukum agar tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih
tinggi. Oleh karna itu penulis tertarik untuk menulis mengenai
“Kewenangan Mahkamah Agung terhadap Pembatalan Peraturan
Daerah dalam Hubungan dengan Pembatalan Peraturan Daerah oleh
Mentri Dalam Negeri”.
B. Rumusan Permasalahan
Dari latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaiman Prosedur Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Mahkamah
Agung?
2. Akibat hukum Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung?
C. Tujuan Penulisan
1. Agar dapat mengetahui dan menganalisis kewenangan
Mahkamah Agung terhadap pembatalan Peraturan Daerah dalam
hubungan dengan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Menteri
dalam Negeri.
2. Agar dapat mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari
kewenangan Mahkamah Agung terhadap pembatalan Peraturan
Daerah khususnya pembatalan Peraturan Daerah dan Menteri

dalam Negeri.



D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari skripsi ini, diantaranya :
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi kalangan
akademisi dan masyarakat mengenai kewenangan Mahkamah
Agung terhadap Pembatalan Peraturan Daerah dalam
Hubungan dengan Pembatalan Peraturan Daerah oleh Mentri
Dalam Negeri yang sesuai dengan konstitusi di Indonesia.
b. Mengetahui secara jelas apakah kewenangan Mahkamah
Agung dalam Pembatalan Peraturan Daerah.
c. Mengetahui akibat-akibat hukum apa saja yang timbul dari
kewenangan Mahkamah Agung melakukan, Pembatalan
Peraturan Daerah khususnya pembatalan dan Menteri dalam
Negeri.
2. Manfaat praktis
a. Mengetahui kewenangan Mahkamah Agung terhadap Pembatalan
Peraturan Daerah dalam Hubungan dengan Pembatalan Peraturan
Daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
b. Dapat memberikan acuan mekanisme pembatalan peraturan daerah
olen Mahkamah Agung secara jelas dan sesuai dengan konstitusi

yang berlaku di indonesia.



E. Ruang Lingkup
Agar dalam membahas permasalahan penulisan skripsi ini menjadi
lebih terarah, dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup penulis
dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada hanya membatasi
apakah pembatalan Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dalam
hubungan dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang ada di Indonesia.
F. Kerangka Teori
Dalam dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu
sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada Kkita untuk bias
merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih
baik lagi.!!
1. Teori Trias politika
Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan
(function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan

demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.*?

11Gatjipto Raharjo, llmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006 him 259.
2Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta,
2008, him 281-282.
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a. Kekuasaan Legislatif (Legislatif Powers)

Kekuasaan untuk membuat UU, Pembuatan UU harus diberikan pada
suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Di dalam negara demokrasi
yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat,
maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang
mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun UU yang dinamakan

legislatif.™

b. Kekuasaan Eksekutif (Executive Powers)

Kekuasaan untuk menjalankan UU. Kekuasaan menjalankan UU ini
dipegang oleh kepala negara. Kekuasaan dari kepala negara
dilimpahkankepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara Yyang

bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana UU (badan eksekutif).4

c. Kekuasaan Yudikatif (Judicative Powers)

Kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili yang sesuai dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kekuasaan yudikatif ini
berkewajiban untuk mempertahankan UU dan berhak untuk memberikan

peradilan kepada rakyat. Badan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk

3Ibid, him 282.

141bid, him. 283.
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memutuskan perkara yang dijatuhi dengan hukuman terhadap setiap
pelanggaran UU yang telah diadakan dan dijalankan.®®
2. Teori Kekuasaan Kehakiman
Sebagai Badan Penyelenggara Negara, susunan kekuasaan ke hakiman
berbeda dengan susunan Badan Penyelenggra Negara lain dimana
tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman terdiri dari
atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkat lebih
rendah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan negara memberlakukan sistem
checks and balances dapat berjalan antara satu dengan yang lain.
3. Teori Atribusi, Delegasi, dan Mandat
a. Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh
suatu ketentual dalam peraturan perundang-undangan. Di sini
dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih
lanjutdisebutkan  bahwa legislator yang kompeten untuk
memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibadakan
antara.'’
b. Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh

Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh

Blbid, him. 283.

8Manan, Kekuasaan Kehakiman, Bandung: LPPM-UNISBA, 1995, him 51.

"Hukum Online, Pengertian Atribusi, Delegasi, dan mandat, (Online), http://m. Hukum online .com
/klinik /detail / It 58160ib bea 744a7 / pengertian- atribusi—delegasi — dan mandat, diakses pada tangal
9 september 2017 pukul 15:03
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wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau
jabatan Tata Usaha Negara lai’nnya. Jadi, suatu delegasi selalu
didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.8

c. Mandat yaitu terjadi pada saat organ pemerintahan mengizinkan
kewenangan dijalankan sebagai organ Pemerintahan tersebut.®®
Dimana telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

G. Metode Penulisan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara metode penelitian yang
mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah tipe penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari
penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika

hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

18|pid

Bbid

20Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga belas, 2013,
him 41.
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Teknik Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini adalah pendekatan penelitian hokum dalam level
dogmatic hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum
tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undang
sebab dapat dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang
diteliti®!,

Pendekatan Konsep(Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini
menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk
membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum
yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan
memberikan pengertianpengertian hukum, konsep hukum, maupun
asas hukum yang relevan dengan permasalahan.??

Pendekatan Historis Hukum(Historical approach)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi
aturan hukum dari waktu kewaktu perkembangan filosofi ini yang

melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan

21peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Kencana, 2005, him 136.

22 1bid, hlm.137.
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dengan melihat latar belakangdan perkembangan peraturan

menganai isu hukum yang dihadapi.??

3. Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peratutan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985
Tantang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Zbid.
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi
atas:

1) Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai
penelitian penulis

2) Pendapat ahli yang berkompeten terhadap penelitian.

3) Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan peneltian peneliti

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan guna
menunjang bahan hukum sekunder seperti
1) kamus bahasa Indonesia
2) Kamus lImiah Populer
3) Ensiklopedia
4) Tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang

diangkat oleh penulis
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Tinjauan
Kepustakaan (Library Research). Tinjauan Kepustakaan (Library Research)
adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan

memberikan kerang kaberfikir, khususnya refrensi relevan yang berasal dari
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teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang dilakukannya
menggunakan bahan hukum primer atau skunder?.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam menyelesaikan
skripsi ini adalah dengan menganalisa permasalahan yang dibahas. Adapun
analisis bahan hukum dilakukan dengan cara:?®
1. Mengumpulkan bahan- bahan hukumn yang relevan dengan objek
penelitian.
2. Memilih kaidah-kaidah hukum ataupun doktrin-doktrin yang sesuai
dengan objek penelitian.
3. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin tersebut.
4. Menjelaskan korelasi antara kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin
tersebut.
5. Menarik kesimpulan dengan pendekatan Deduktif.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan

metode penarikan kesimpulan Deduktif yaitu proses penalaran untuk

24 p Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004, Cetakan
keempat, him 109
2 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 87.
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menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum?®

26Rismarhaesal5, Pengertian Penalaran Penarikan kesimpula Deduktif dan Induktif, (Online),
https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-
cirinya/, diakses pada 2 Maret 2017 pukul 10.33



https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/
https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/
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